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 Keberadaaan BUMDes merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa sebagai pusat 
kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Konstitusi. 
Pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten 
Bima, sejauh mana BUMDes dapat memberikan dampak dalam 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes, apakah 
ada Perda hingga Perdes tentang BUMDes, peran serta masyarakat dalam 
upaya pembentukan hingga pengembangan BUMDes dan untuk mengetahui 
dampak terhadap pendapatan masyarakat, apakah dapat meningkatkan 
pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima Metode dalam 
penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau kualitatif yang 
menitipberatkan pada kualitas hasil temuan dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan BUMDes tidak berjalan dengan maksimal, 
terbukti dari aspek produk hukum dari 9 Desa terdapat 3 Desa yang baru 
memiliki Peraturan Desa tentang BUMDes, selain itu masih menggunakan 
AD/ART. Pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat 
dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, belum mendapatkan dampak yang maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh peran masyarakat masih sangat lemah, adanya pandangan 
bahwa pemberian pinjaman oleh BUMDes di anggap sebagai uang negara, 
SDM pengurus yang belum memadai dan kultur masyarakat 
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PENDAHULUAN 
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang 
untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa 
membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah, Desa memasuki era kemandirian secara 
menyeluruh seperti halnya daerah-daerah otonomi pada tingkat Kabupaten Kota atau provinsi, 
dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan 
keuangan dengan demikian desa bukan lagi penunggu instruksi dari Kecamatan, Kabupaten, 
Propinsi, maupun Pusat. Di era otonomi daerah, dan otonomi desa, desa merupakan ujung 
tombak berkembangnya masyarakat seharusnya menjadi perwujudan terhadap kekuatan di 
berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, 
termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru dalam bingkai Undang-Undang 
Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa 
sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 
1945, Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. 
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Selain itu kehidupan desa sangat bergantung pada pastisipasi masyarakat dalam mendorong 
terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai 
sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan, adanya Undang-undang Desa dengan jaminan 
Anggaran Dana Desa (ADD), baik untuk infrasruktur maupun pemberdayaan masyarkat, secara 
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat agar dapat disejahterakan. Konsep tersebut juga 
dapat di laksanakan di Kabupeten Bima yang terdapat 191 Desa, yang tersebar dalam 18 
kecamatan dan rata-rata sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) termasuk 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dalam pengelolaannya BUMDes di Kecamatan Belo tidak 
berjalan dengan maksimal, dari 9 Desa yakin Desa Cenggu, Desa Runggu, Desa Roka, Desa 
Renda, Desa Ngali, Desa Lido, Desa Soki, Desa Ncera dan Desa Diha dari Desa-Desa tersebut 
terdapat 3 Desa yang baru memiliki Peraturan Desa tentang BUMDes yakni Desa Roka, Desa 
Soki dan Desa Diha, selain itu masih menggunakan AD/ART sebagai standar pengelolaan 
BUMDes masing-masing. Sementara keberadaan BUMDes dalam aspek peningkatan ekonomi 
masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Kecamatan Belo Kabupaten 
Bima, belum mendapatkan dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi dan PADesa.  
Keberadaaan BUMDes merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, BUMDes adalah  badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan 
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa 
mempunya wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan, hal tersebut 
membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber 
daya ekonominya yang ada pada masing-masing desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat 
Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Desa diharapkan 
menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. Pembetukan Undang-Undang 
sudah lebih dari 4 tahun lamanya, tentu saja anggaran sudah banyak sekali yang terrealisasi 
khususnya anggaran BUMDes, untuk dikelola demi pengembangan ekonomi masyarakat yang 
akan berimbas pada meningkatnya pendapatan Desa itu sendiri termasuk Desa-Desa yang ada di 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 
Pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dapat dilihat ada aturan yang 
membatu sebagai pedoman baik dari Perda hingga Perdesnya. Selain itu adakah peran 
masyarakat dalam upaya pembentukan hingga pengembangan. Dampak terhadap adanya 
BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. BUMDes pada 9 Desa di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, apakah dapat mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat, serta apakah 
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada masing-masing Desa di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima. Keberadaan BUMDes sangat penting untuk membantu masyarakat dan 
Pemerintah desa sangat urgen untuk diketahui Pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo. Baik 
aturan yang membatu sebagai regulasi baik dari Perda hingga Perdesnya, peran serta masyarakat 
dalam upaya pembentukan hingga pengembangannya. Setelah berjalannya Otonomi Desa perlu 
diketahui dampak terhadap adanya BUMDes di Kecamatan Belo. Apakah dapat 
mengembangkan pendapatan masyarakat, apakah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.  
Selain itu dalam pengelolaannya BUMDes tidak akan berjalan tanpa patisipasi Masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dengan keterbatasan pemahaman dan tingkat pendidikan tentu menjadi 
tanda tanya besar akan outputnya, apapakah BUMDes yang ada dikelola berdasarkan regulasi 
yang ada, Kalaupun sudah dikelola apakah sudah menghasilkan peningkatan pendapatan 
masyarakat, pengembangan mata pencarian, sehingga berdampak pada pengembangan 
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BUMDes itu sendiri ataukah modal sudah tidak ada samasekali akibat keterbatasan sumberdaya 
yang mengelola pada masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 
Permasalahan pokok dalam penelitian adalah ingin melihat pelaksanaan BUMDes di Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima. Apakah ada aturan yang membatu sebagai regulasi baik dari Perda 
hingga Perdesnya.? Adakah peran serta masyarakat dalam upaya pembentukan hingga 
pengembangan.? dan bagaimanakah dampak terhadap adanya BUMDes di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima.? Apakah dapat mengembangkan pendapatan masyarakat, apakah dapat 
meningkatkan pendapatan Asli Desa.? 
 
METODE 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum 
yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum 
dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, 
peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum, implementasi aturan 
hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh 
masalah sosial terhadap aturan hukum (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013). 
Pendekatan yang di gunakan juga dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-
undangan (statute approach) yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan 
menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan 
yang di lakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada 
kaitannya denga objek yang di teliti. Pendekatan sosiologi hukum, Merupakan pendekatan yang 
menganalisis tentang bagaiamana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu 
bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaki masyarakat 
yang ejek terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (Zainuddin, 2013). 
Tekhnik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Observasi pada 9 (sembilan) Desa di 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk menggali data. Bila dalam proses penelitian terdapat 
masalah yang sedang berlangsung secara insidental, maka peneliti akan melakukan metode 
pengamatan terlibat. Namun bila dalam penelitian tidak terdapat kondisi insidental terhadap 
kejadian yang ingin di teliti, hanya menggunakan metode pengamatan biasa, yang alamiah 
berdasarkan realitas yang telah terjadi. Apabila pengamatan sudah dilakukan, akan dilanjutkan 
dengan wawancara yang mendalam agar observasi yang dilakukan semakin jelas, deskriptif dan 
ekploratif. Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan mendasar sebagai bahan awal dengan 
struktur pertanyaan yang telah terukur berdasarkan skema rumusan masalah yang ingin 
diuraikan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan ekploratif yang mana bisa saja 
memunculkan hal-hal baru yang lebih dari dugaan peneliti, namun tetap mengarah atau terukur 
pada sumber masalah, wawancara ini akan di lakukan pada informan penelitian yakni 
pemerintah Desa, Ketua-Ketua BUMDes dan masyarakat yang ada pada 9 Desa di Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima.  
Tekhnik analisa data yang digunakan yakni kualitatif, dengan mengumpulkan data yang di 
dapat langsung dari responden atau masyarakat dengan cara observasi dan wawancara yang 
mendalam terhadap masalah kemudian dianalis dengan model Reduksi data, merupakan proses 
pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Penyajian data, sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi 
dan kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan penyajian data itu 
sendiri dapat diketahui apa yang terjadi ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat berupa 
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penjelasan maupun data statistic dan Verifikasi, sejak permulaan pengumpulan data dilakukan 
pencatatan, pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-perrnyataan, konfigurasi yang 
mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi untuk mengetahui apa dari hal yang kemudian di 
tarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat 
secara eksplisit dan memiliki landasan kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses 
pengumpulan yang cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas pada catatan lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima 
Peraturan Daerah (Perda) Dan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Pelaksanaan BUMDes di 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan 
potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan 
guna mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan pedesaan sangat diperlukan karena sebagian 
besar penduduk Indonesia, yaitu sebesar   60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, 
dan mereka tinggal di pedesaan (Jayadinata dan Pramandika, 2006). Pembangunan atau 
pengembangan pedesaan (‘rural development’), menurut Mosher, dapat mempunyai tujuan: 1. 
Pertumbuhan sector pertanian, 2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu 
Negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3.Keadilan ekonomi, yakni bagaimana 
pendapatan itu di bagi-bagi kepada seluruh penduduk (Jayadinata dan Pramandika, 
2006).Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai 
hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, 
kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk 
wilayah pedesaan umumnya miskin (Jayadinata dan Pramandika, 2006). 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 Menjelaskan bahwa Pendirian BUM Desa 
bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat 
untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, 
menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 
membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat 
Desa dan Pendapatan Asli Desa. 
Skema 1.1 
Skema BUMDes dalam Pengembangan Pendapatan Desa  
Dan Peningkatan Masyarakat Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima 
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Kebijakan pemerintah daerah tentang produk hukum Daerah Kabupaten Bima tentang 
BUMDes secara umum sebenarnya masih bersifat memberiakan gambaran tentang petunjuk 
dalam pendirian BUMDes di Kabupaten Bima,  
Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 
Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan 
pendirian BUMDes untuk Kabupaten Bima tertuang dalam Pasal 3 Menyebutkan bahwa 
“Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan 
bunga tinggi yang merugikan masyarakat, meningkatkan peranan masyarakat desa dalam 
mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, memelihara dan meningkatkan adat 
kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan, 
mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong 
berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat didesa 
dan meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan 
rendah”. 
Desa tertuang Dalam Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014  Desa adalah desa dan 
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya 
dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. 
Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat 
partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa 
serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset 
desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). 
BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat 
mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk 
berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat 
desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes 
memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang 
bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan 
pelayanaan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan 
kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian 
masyarakat  (Alkadafi, 2014). 
Sementara di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, keberadaan BUMDes secara keseluruhan 
masih menjadi masalah serius di bidang dasar hukum pengelolaan BUMDes, hal ini di sebabkan 
oleh sebagian besar BUMDes yang hanya di bentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan atau 
yang hanya sifatnya AD/ART, sehingga belum terlalu banyak Desa yang pengelolaan BUMDes 
di Kecamatan Belo berdasarkan Peraturan Desa (PERDES). Hal ini terlihat dalam hasil 
penelitian tentang pelaksanaan BUMDes dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat dan 
pendapatan asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB 
BUMDes Desa Roka berjumlah 4 orang, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan satu 
orang anggota, pada tahun 2018 BUMDes Desa Roka mendapatkan Anggara pencairan Rp 
60.000.000 untuk di kelola pada tahap awal pendirian BUMDes Desa Roka Kecamatan Belo 
Kabpaten Bima. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Khadijah Bendahara BUMDes Desa Roka Juni 
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2019) Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Desa Roka Kecamatan Belo di landasi Peraturan Desa 
(Perdes) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, serta AD/ART sejak Tahun 2018, sehingga 
segala ketentuan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan termuat dalam Peraturan Desa 
(PERDES) tersebut. Seperti misalnya simpan pinjam khusus bagi masyarakat yang mempunyai 
usaha dan mau memulai usaha, obat pertanian dan usaha tenun dengan model akan di berikan 
anggaran masing-masing Rp 1.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan dengan bunga 2% 
sehingga dalam bulan ke 10 harus mengembalikan Rp 1.200.000 (Hasil Wawancara Dengan Ibu 
Khadijah Bendahara BUMDes Desa Roka Juni 2019) 
Pembentukan BUMDes Desa Runggu sudah dilaksanakan pada tahun 2018, namun di 
bentuk dengan menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, belum ada 
peraturan Desa (PERDES) sebagai panduan dalam pengelolaan BUMDes, sehingga di anggap 
pelaksanaan BUMDes Desa Runggu masih belum maksimal (Hasil Wawancara Dengan Bapak 
Mus Mulyadin Kepada Desa Runggu Juni 2019). Sedangkan Pembentukan BUMDes Desa 
Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di laksanakan berdasarkan kesepakatan bersama para 
tokoh dan Pemerintah Desa dan itu sifatnya di bentuk berdasarkan AD/ART belum ada panduan 
yang memadai seperti Peraturan Desa (PERDES) sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan 
BUMDes di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sehingga BUMDes di Desa Renda 
belum bisa di jalankan secara maksimal. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Ida KAUR 
Pembangunan Desa Renda Juni 2019) 
Dalam pembentukan BUMDes Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, memang 
muncul atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam 
pembentukan BUMDes tersebut melibatkan banyak pihak seperti BPD, Pemerintah Desa, tokoh 
masyarakat dan masyarakat pada umumnya, namun peran masyarakat dalam pengembangan 
BUMDes Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima masih belum maksimal.  (Hasil 
Wawancara Dengan Ibu Ida KAUR Pembangunan Desa Renda Juni 2019) 
Dalam aspek legalitas pembentukan BUMDes Desa Cenggu masih bersifat keputusan 
Kepala Desa, atas dasar kesepakan dari berbagai pihak pada pemerintah desa, termasuk 
melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan lainya. Sehingga hanya memiliki AD/ART, namun 
telah di rencanakan untuk membentuk prodak hukum Desa seperti Peraturan Desa (Perdes), hal 
ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa saat ini, juga termasuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bima. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Syafrudin AR Kepala Desa Cenggu Juli 
2019). Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMDes Desa Lido 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima, belum memiliki Pertauran Desa tentang BUMDes, sehingga 
pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes Desa Lido di anggap masih bermasalah. (Hasil 
Wawancara Dengan Bapak Saidin Sekretaris Desa Lido Juli 2019) 
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan 
gambaran bahwa pemerintah desa wajib mendirikan BUMDes, akhirnya pemerintah Desa Soki 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima, melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan 
Lembaga Desa Soki, dalam rangkan membentuk BUMDes dan perdes serta AD/ART tentang 
BUMDes Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sehingga adanya Peraturan Desa Nomor 
3 Tahun 2016 Tentang BUMDes Desa Soki. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusuf KAUR 
Pembinaan Masyarakat Desa Soki Juli 2019) 
Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah 
mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa, sebab pengembangan desa wirausaha 
menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk dan pembukaan lapangan 
kerja di Desa, kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang di sediakan secara sepontan 
Gufran dan Hajairin | Pelaksanaan BUMdes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan Belo Kabupaten Bima 
49 | SOSIOHUMANIORA 6 (1), Februari 2020 | LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 
oleh komunitas masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi social ekonomi pedesaan, 
apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka perubahan hal yang sangat mungkin 
untuk mendorong perkembangan ekonomi pedesaan. (Gabriella Hanny Kusuma & Nurul 
Purnasari 2016) 
Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pembentukan Hingga Pengembangan BUMDes di 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima 
Dalam pembentukan BUMDes Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, masyarakat 
mengambil peran yang luar biasa, mulai dari mengusulkan sampai pada terbentuknya pengurus 
BUMDes pada masing-masing Desa tersebut, namun dalam hal pengembangan BUMDes masih 
menjadi masalah, hal ini di sebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam mengambil bagian 
untuk pengembangan BUMDes, selain aspek kesadaran juga termasuk aspek pekerjaan sehari-
hari pada masyarakat Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Sementara dalam peningkatan 
ekonomi masyarakat di Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, atas keberadaan 
BUMDes, secara berlahan memang dapat di rasakan peningkatannya, namun tidak berjalan 
dengan maksimal, karena di sebabkan oleh waktu pendirian BUMDes yang baru berjalan 
dengan normal 1 tahun, selain itu masyarakat tidak secara sadar menganggap bahwa simpan 
pinjam Rp 1.000.000 dalam jangka 10 Bulan sebagai upaya untuk membantu perekonomian 
masyarakat. Mengenai dasar pengelolaan BUMDes Desa Roka, dari aspek konsep sinpan 
pinjam dan bunga dari pengelolaan itu, semua di atur dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 
Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Roka Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Khadijah Bendahara BUMDes Desa 
Roka Juni 2019) 
Sementara dampak keberadaan BUMDes Desa Cenggu Kabupaten Bima terhadap 
pendapan asli desa (PAD) dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Cenggu, belum 
membuahkan hasil yang maksimal, hal ini di sebabkan oleh tidak adanya standar pengelolaan 
yang dilakukan oleh karena BUMDes Desa Cenggu tidak memiliki perangkat hukum yang 
memadai, untuk itu belum terlihat bagaimana masyarakat berperan dalam pelaksanaan BUMDes 
yang ada di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Hasil Wawancara Dengan Bapak 
Syafrudin AR Kepala Desa Cenggu Juli 2019).  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat desa. Secara sederhana BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bertugas 
mengelola kekayaan yang berkaitan dengan aset desa. Namun tidak menutup kemungkinan 
bahwa BUMDes dapat meminta pinjaman kepada pihak lain apabila mengalami kesulitan modal 
usaha hal ini di ungkapkan oleh Kurnia (2015). 
Sedangkan menurut pengelolan BUMDes Desa Lido, masalah yang utama sebenarnya 
bukan pada kelemahan pengurus, akan tetapi ada pada kesadaran hukum masyarakat Desa Lido, 
khususnya bagi masyarakat yang kita jadikan sebagai sinpan pinjam dana, untuk usaha, maupun 
petani dan lainya. Sebenarnya pengurus BUMDes telah menjelaskan tentang bagaimana 
prosedur pengemabalian dan bunga atas pinjaman yang di ambil, kendala utama adalah 
pandangan masyarakat tentang anggaran yang di berikan, mereka menganggap bahwa itu 
merupakan uang negara yang dibeikan kepada masyarakat tersebut, kemudian ketika kita 
memberikan pinjaman untuk pembelian obat petani, harusnya mereka mengembalikan dalam 
waktu yang di tentukan, namun mereka masih bertani, dengan alasan belum punya uang dan 
lain sebagainya. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Erfiani Ketua BUMDes Desa Lido Juli 2019) 
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Dampak Terhadap Adanya BUMDes Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima  
BUMDes Dan Dampaknya dalam mengembangkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima 
Keberadaan BUMDes dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, setelah di telaah dengan memperhatikan banyak aspek, memang mendapatkan 
hasil atau dapat di rasakan oleh masyarakat, seperti masyarakat yang memulai usaha, penenun 
dan lainya, namun belum secara maksimal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang 
signifikan. Dampak secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli Desa belum dapat 
dirasakan, hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang tidak maksimal seperti tidak adanya data 
pengelolaan anggaran Rp 60.000.000 yang sudah di serahkan oleh pemerintah Desa pada Tahun 
2018, wujud anggaran Rp 60.000.000 tersebut hanya di belikan kursi untuk pinjam pakai 
masyarakat yang melaksanakan hajatan keagaman dan kegiatan sosial lainya (Hasil Wawancara 
Dengan Bapak Mus Mulyadin Kepada Desa Runggu Juni 2019) 
Sedangkan menurut Kurnia (2015) BUMDes yaitu lembaga ekonomi yang mengatur asas 
kemandirian dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaji Secara umum 
pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar 
usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom 
dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 
peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta 
masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa.  
Sementara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Runggu Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima masih belum bisa di temukan sebab model pengelolaan anggaran tersebut 
tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat belum merasakan danpak secara ekonomi atas 
apa yang di kelola oleh BUMDes Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sehingga 
berimplikasi pada tidak adanya laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran 
tahun 2018. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Mus Mulyadin Kepada Desa Runggu Juni 2019) 
Masyarakat Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, masih sangat sulit untuk membayar 
sinpan pinjaman pinjam dengan tambahan 2% itu artinya apabila masyarakat yang mempunyai 
usaha mengambil Rp 1.000.000 harus membayar tambahan porsen Rp 200.000 dengan jumlah 
Rp 1.200.000 dalam jangka 10 bulan, selain itu kekompakan para pengurus juga menjadi 
hambatan, sebab dalam pengelolaan di butuhkan kerja sama yang baik antar anggota BUMDes 
itu sendiri. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah Ketua BUMDes Desa Runggu Juni 
2019) 
Keberadaan BUMDes dan dampaknya dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa 
Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dapat di rasakan oleh masyarakat, meskipun tidak 
terlalu maksimal dalam jumlah yang besar, namun bagi masyarakat yang mengambil simpan 
pinjam tersebut dapat mengembangkan usaha dengan beberapa peningkatan, sehingga secara 
keseluruhan dapat di rasakan dampaknya oleh masyarakat Pada Desa Renda Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Asiah Ketua BUMDes Desa Renda Juni 2019) 
 
 
 
 
BUMDes Dan Dampaknya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Pada Kecamatan 
Belo Kabupaten Bima. 
Apabila di lihat secara keseluruhan terhadap keberadaan BUMDes di kecamatan Belo, 
sebagian besar masih belum mendapatkan dampak yang terlalu signifikan untuk peningkatan 
pendapatan asli Desa, hal ini sebabkan oleh karena baru satu tahun lebih BUMDes itu di dirikan 
pada masing-masing Desa tersebut, namun beberapa Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima 
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sudah mendapatkan hasil yang maksimal dari adanya pengelolaan BUMDes di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, sehingga dampaknya dapat meningkat masing-masing Desa tersebut. 
Sementara Dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Roka 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima dari anggaran 60.000.000 tersebut dapat memberikan 
peningkatan sekitar 2% dari pendapatan Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 
kemudian peningkatan perekonomian masyarakat sangat di rasakan dari usaha kecil bisa terus 
berkembang. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Khadijah Bendahara BUMDes Desa Roka Juni 
2019) 
Dalam rangka peningkatan perekonomian pendapatan asli Desa Renda Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, terhadap keberadaan BUMDes, sangat di rasakan sekita 0,7% dapat 
meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) meskipun belum memiliki Peraturan Desa 
(PERDES) tentang pengelolaan BUMDes, akan tetapi ada danpak dari pengelolaan tersebut 
untuk Pemerintah Desa. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Asiah Ketua BUMDes Desa Renda Juni 
2019) 
Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika 
Sistem Pembangunan, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya 
dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% 
berasal dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis 
berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia 
menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes 
dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan 
peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan 
Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan  operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh 
Pemerintah Desa, BPD beserta anggota. 
BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan 
kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok 
miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan 
didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan 
pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014) 
Selain itu sebenarnya BUMDes Desa Lido telah di berikan anggaran pertama pada tahun 
2018 sebesar Rp 60.000.000, namun dalam aspek pelaksanaan anggaran 60 juta tersebut, tidak 
bisa di kelola dengan baik oleh pengurus, sehingga sampai saat ini belum pernah ada laporan 
tentang penggunaan anggaran tersebut, dengan demikian tidak bisa di simpulkan apakah 
pelaksanaan BUMDes Desa Lido dapat memberikan danpak dalam peningkatan pendapatan asli 
desa dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima. (Hasil 
Wawancara Dengan Bapak Saidin Sekretaris Desa Lido Juli 2019) 
Pelaksanaan BUMDes yang di kelolan oleh pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Soki 
Kecamatan Belo Kabupaten Bima, merupakan upaya untuk menghilangkan kemiskinan dan 
pengangguran bagi masyarakat Desa, ada pun program-program BUMDes meliputi simpan 
pinjam, perdagangan obat-obatan, dll, untuk itu kerjasama masyarakat, pengurus BUMDes dan 
pemerintah desa sangat di butuhkan untuk meningkatkan pendapan masyarakat dan peningkatan 
PAD di masa yang akan datang. Namun menurut Bapak Yusuf KAUR Pembinaan Masyarakat 
Desa Soki saat ini masyarakat sedang menghadapi banyak perubahan, sehingga perlu di tuntut 
adanya kreatifikas dan pengembangan diri baik pengurus BUMDes maupun masyarakat 
sehingga secara jeli dapat melihat peluang untuk dapat bersaing dengan desa lainya. 
 
KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan 
BUMDes dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa (PAD) 
dapatlah di simpulkan sebagai berikut: 
1. Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 
dari 9 Desa hanya 3 Desa yang memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes 
sehingga 7 desa lainya masih menggunakan AD/ART dalam menjalangkan BUMDes, 
hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima, tidak berjalan dengan maksimal. Sementara peran serta masyarakat 
dalam upaya pembentukan hingga pengembangan BUMDes di Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima belum bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Belo 
Kabupaten Bima. 
2. Dalam pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, peran serta 
masyarakat dalam pengembangan BUMDes belum berjalan dengan maksimal, sehingga 
masyarakat menganggap bahwa uang sebagai simpan pinjam masih di anggap 
masyarakat sebagai uang yang di berikan oleh Negara, dengan demikian ada anggapan 
bahwa uang tersebut tidak perlu dikembalikan. sementara dampak dalam aspek 
peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD), tidak dapat di 
temukan karena, jangankan peningkatan ekonomi dan peningkatan PAD, laporan 
tahunan terhadap penggunaan anggaran tidak bisa di laksanakan. 
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